ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Problematika Rangkap Jabatan Penjabat Kepala Desa Dalam
Perspektif Hukum Positif dan Figh Siyasah (Studi Kasus di Desa Widoro
Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek)” ini ditulis oleh Rio Gangga
Fahlefy NIM. 126103211089, Prodi Hukum Tata Negara, Universitas Islam
Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, di bimbing oleh Dr. H. M. Darin
Arif Mu’allifin, S.H., M.Hum.
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Problematika yang terjadi di Desa Widoro Kecamatan Gandusari Kabupaten
Trenggalek yakni Desa tersebut dipimpin oleh seorang Penjabat Kepala Desa yang juga
merangkap jabatan sebagai Kasi Kesejahteraan Rakyat di Kecamatan Gandusari. Beliau
bekerja di dua instansi sekaligus dalam waktu bersamaan yakni di desa sebagai Penjabat
Kepala Desa serta di kecamatan sebagai Kasi Kesejahteraan rakyat. Rumusan Masalah
dalam penelitian ini yaitu: 1)Bagaimana pelayanan dan pengelolaan di Desa Widoro
dengan adanya rangkap jabatan tersebut?, 2) Bagaimana rangkap jabatan Penjabat Kepala
Desa jika ditinjau menurut perspektif hukum positif?, 3)Bagaimana rangkap jabatan
Penjabat Kepala Desa jika ditinjau menurut perspektif figh siyasah?

Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian yuridis empiris atau
penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan
dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah konsep dari Miles dan Hubermen meliputi;
kondensai data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan:1)Problematika Rangkap jabatan yang dijalankan
oleh Bapak Purwanto sebagai Penjabat Kepala Desa Widoro (PJ Kades) dan Kasi
Kesejahteraan Rakyat di Kecamatan Gandusari menimbulkan dampak pada kualitas
pelayanan publik dan pengelolaan desa. Keterbatasan waktu yang dimiliki Bapak Purwanto
mengurangi efektivitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya di tingkat desa, Selain
itu, pengelolaan tempat wisata "Negeri Atas Awan" juga berkurang. Untuk mengatasi
permasalahan ini, dibutuhkan koordinasi yang lebih antara Penjabat Kepala Desa dengan
BUMDes, serta memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) 2) Rangkap jabatan Penjabat Kepala Desa (PJ Kades) yang dilakukan pak
Purwanto tidak bertentangan dengan hukum positif dan memenuhi ketentuan yang berlaku,
seperti berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan diangkat melalui prosedur yang jelas.
Meskipun diperbolehkan, rangkap jabatan ini menghadirkan tantangan dalam membagi
perhatian dan waktu antara dua peran yang berbeda, yaitu sebagai Kasi Kesejahteraan
Rakyat dan PJ Kades, yang memerlukan kemampuan manajerial tinggi dalam menentukan
prioritas. Penyerahan mandat bagi PJ Kades terhadap Sekretaris Desa seperti yang
dilakukan pak Purwanto dapat menjadi solusi praktis, namun harus diatur dengan jelas agar
tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan
desa, penyerahan mandat dalam hal ini belum ada pengaturanya dalam Undang Undang 3)
Prinsip fiqih siyasah menekankan bahwa jabatan dalam pemerintahan adalah amanah yang
harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. Rangkaian jabatan yang
diemban oleh seorang pejabat, seperti yang terlihat pada kasus Pak Purwanto, dapat
berisiko mengurangi fokus dan efektivitas dalam menjalankan tugas, yang pada gilirannya
dapat menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan rangkap
jabatan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pemimpin dapat menjalankan
tugasnya dengan optimal, sesuai dengan prinsip efisiensi, keadilan, dan kemaslahatan umat
yang diajarkan dalam Islam.
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ABSTRACT

Thesis entitled "Problems of Dual Positions of Village Heads in the Perspective of Positive
Law and Figh Siyasah (Case Study in Widoro Village, Gandusari District,
Trenggalek Regency)" was written by Rio Gangga Fahlefy NIM. 126103211089,
State Administrative Law Study Program, Sayyid Ali Rahmatullah State Islamic
University of Tulungagung, supervised by Dr. H. M. Darin Arif Mu'allifin, S.H.,
M.Hum.
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The problem that occurred in Widoro Village, Gandusari District, Trenggalek
Regency is that the village is led by an Acting Village Head who also holds a concurrent
position as Head of Public Welfare in Gandusari District. He worked in two agencies at the
same time, namely in the village as Acting Village Head and in the sub-district as Head of
Public Welfare. The formulation of the problem in this study is: 1) How are the services
and management in Widoro Village with the dual position?, 2) How is the dual position of
the Acting Village Head when viewed from a positive legal perspective?, 3) How is the
dual position of the Acting Village Head when viewed from a figh siyasah perspective?

The research method used is the type of empirical juridical research or field research
with a qualitative approach. Data collection techniques are carried out by means of
observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used in this study
is the concept of Miles and Hubermen including; data condensation, data presentation, and
drawing conclusions.

The results of this study indicate: 1) The problem dual position carried out by Mr.
Purwanto as Acting Head of Widoro Village (PJ Kades) and Head of Public Welfare in
Gandusari District causes role conflicts that have a negative impact on the quality of public
services and village management. Mr. Purwanto's limited time reduces the effectiveness of
public services, especially at the village level. In addition, the management of the "Negeri
Atas Awan" tourist attraction is also hampered. To overcome this problem, strategic steps
are needed, such as appointing a special manager or forming a professional BUMDes, as
well as paying attention to the principles of good governance. 2) The dual position of the
Acting Village Head (PJ Kades) does not conflict with positive law as long as it meets the
applicable provisions, such as having the status of a Civil Servant (PNS) and being
appointed through clear procedures. Although permitted, this dual position presents a
challenge in dividing attention and time between two different roles, namely as Head of
Public Welfare and PJ Kades, which requires high managerial skills in determining
priorities. The division of tasks between the PJ Kades and the Village Secretary can be a
practical solution, but it must be clearly regulated so that there is no overlapping authority
that can disrupt the running of the village government, the handover of mandates must be
clearly regulated. 3) The principle of figh siyasah emphasizes that a position in government
is a mandate that must be carried out with full responsibility and justice. The series of
positions held by an official, as seen in the case of Mr. Purwanto, can risk reducing focus
and effectiveness in carrying out tasks, which in turn can lead to injustice. Therefore,
evaluation of the dual position policy is very important to ensure that every leader can carry
out their duties optimally, in accordance with the principles of efficiency, justice, and the
welfare of the people taught in Islam.
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